
BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

• ' •• 1

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

b. Peraturan Pemerintah
eraturan Pelaksanaan Undang-

4 tentang Desa, pengalokasian pajak
r Sl daerah untuk Desa didasarkan atas

n tar desa dan proporsional realisasi penerimaan
si 'a daerah dan retribusi daerah.
wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa
di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;

cu-c.o<:T1o-:>'> d ng Nomor 6
1) Peraturan

Peratur:
ent esa,

hasil pajak

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1)
Tahun 2014 tentang Desa, dan Pa
Pemerintah Nomor 43 Ta
Pelaksanaan Undang-Un
salah satu sumbe
daerah dan r

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Meperhatikan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
,-; ':

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentan
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daera .

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember
tentang Desa (Lembaran Daerah
Nomor 7);

11. Peraturan Daerah
tentang Anggar
Anggaran (
202

tentang
.~~

ahun 2015

Tahun
Jember Tahun

e omor 36 Tahun 2021 tentang
endapatan dan Belanja Daerah Tahun

mbaran Daerah Kahupaten Jember Tahun

Peraturan Lemhaga Kehijakan Pengadaan Barang/.Jasa
Pemerintah Repuhlik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di
Desa (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1455);

Menetapkan
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI
KABUPATENJEMBER TAHUNANGGARAN2021.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

-
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2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat
Kabupaten sebagai un sur penye1enggara Pemerintah
Kabupaten.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat .

daerah Kabupaten Jember.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempa
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang.caaku
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Ne
Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala ang disebut
dengan nama lain dibantu s bagai unsu
penye1enggara Pemerintahan

9. Badan Permus yang
melaksan fu anggotanya

'1 berdasarkan

12.

it an secara demokratis.
u adalah instansi yang diberikan
Undang-undang untuk melaksanakan

. an mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai
e penuntutan
encana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya

disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan.

13.

14.
Desa.
Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa ..

15.
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16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya

disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan
pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala
Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

17. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan
sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang rnenjalankan
tugas sebagai koordinator PPKD.

18. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

19. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis
yang menjalankan tugas PPKD.

20. Bendahara Desa adalah Kepala Urusan Keuangan yang
bertugas melakukan pengadministrasian keuangan untuk
menatausahakan keuangan desa.

21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat men' pan uang
Pemerintahan Desa yang menampung s
Desa dan digunakan untuk memb
Desa dalam 1 (satu) rekening

22. Penerimaan Desa ad
pendapatan des'~'r.-..,,,,,,,
kas desa.
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23. dikeluarkan dari
esa.

ggaran yang selanjutnya disingkst
lebih realisasi penerimaan dan

I-'~::~U anggaran selama satu periode anggaran.
e ran Desa adalah peraturan perundang-undangan

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.

26. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan un tuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kernakrnuran rakyat.

27. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebutretribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan darr/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan. '

28. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari
penerimaan hasil Pajak daerah dan retribusi daerah yang
diberikan kepada Pemerintah Desa termasuk tambahan
bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

, ..-
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BAB II
RUANGLINGKUPDANASAS PENGELOLAAN •• : r "

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasa12 .
C1Ruang Lingkup Pengaturan BGH Pajak Daerah dan, Retribusi

Daerah bagi Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Asas Pengelolaan;
b. Alokasi BGH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa;
c. Pengelolaan Anggaran BGH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
e. Mekanisme Penyaluran;
f. Pendampingan Kegiatan;dan
g. Pembinaan, Pengawasan dan Sanksi.

J;
.r:

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan

Pasal3
(1) Bagi Hasil Pajak Daerah

berdasarkan asas-asas:
a. Transparan;
b. Akuntabel;
c. Partisipatif; dan
d. Berimbang

(2) Pengelol ~-_/",-,an Retribusi Daerah
dilakukan dengan tertib

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
a sud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu)

CKJ55c;u.anterhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan
_1a!~ru 31 Desember tahun berkenaan.

BAB III
ALOKASIBAGIHASILPAJAKDAERAH
DANRETRIBUSIDAERAHBAGIDESA

Bagian Kesatu
Perhitungan Sumber Alokasi Bagi Hasil Pajak

dan Retribusi Daerah
Pasal4

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan bagian dari penerimaan
Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dalam
bentuk alokasi bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

(2) Alokasi bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1) bersumber dari realisasi penerimaan hasil
Pajak dan Retribusi Daerah APBD Kabupaten Jember tahup
anggaran sebelumnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang
dikelola melalui kode rekening kelompok transfer dalam
APBDesa.
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(3) Realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diperhitungkan dan diolah paling cepat awal bulan Pebruari
tahun berkenaan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebagai pagu indikatif.

(4) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan
kepada Bupati sebagai dasar penetapan Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah definitif yang diakomodir melalui mekanisme
Perubahan-APBD.

(5) Kepala desa dalam menetapkan alokasi Bagi Haail Pajak dan
Retribusi Daerah pada APBDes tahun berkenaan menggunakan
besaran alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun
sebelumnya.

Bagian Kedua
Perhitungan Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Masing-Masing Desa
Pasal5

(1)Realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retrib
sedikit 10% (sepuluh persen) sebagai
Pasal 4 ayat (2) diberikan kep
ketentuan perhitungan Seb'<A2~lU
a. 60% (enam pulu

seluruh Des'CI._'~m"'J
b.40%

dengan

kepada

secara proporsional
si Wisata darr/atau Pasar

g B, Tingkat Kemiskinan, Jumlah
ah dan Indeks Kesulitan Geografis.

gi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
ruf b, adalah sebagai berikut :

paian realisasi PBS sebesar 50%;
b. Tingkat kemiskinan sebesar 15 %;
c. Jumlah Penduduk sebesar 10 %;
d. Luas Wilayah sebesar 15%; dan
e. Indeks Kesulitan Geografis sebesar 10%.

(3) Variabel capaian realisasi PBS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a diperhitungkan sebagai apresiasi kepada Desa
berdasarkan prosentase capaian realisasi penerimaan PBB
dibandingkan target penerimaan PBB tahun sebelumnya.

(4) Bobot variabel 8agi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf b, adalah sebagai berikut :
a. Desa Lokasi Wisata darr/atau Pasar Daerah 50%;
b. Tingkat kemiskinan sebesar 15 %;
c. Jumlah Penduduk 10 %;
d.Luas Wilayah 15%; dan
e. Indeks Kesulitan Geografis 10%.

(5) Variabel Desa Lokasi Wisata dan/ atau Pasar Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a diperhitungkan dengan
mempertimbangkan kontribusi dan beban Desa Lokasi Wisata
dan/ atau Pasar Daerah.
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(6) Besaran alokasi dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran I, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV
PENGEWLAANBAG!HASILPAJAKDANRETRIBUSIDAERAH

8agian Kesatu
Perencanaan dan Penggunaan

Pasal6
(1)Perencanaan dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan pada:
a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa,
c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa
d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan

mendesak desa.
(2)Dalam hal desa melaksanakan Pernilihan Kepala De erentak

atau Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW a untuk dana
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi iterima oleh
Pemerintah Desa diprioritaska Dukungan
Sosialisasi dan Pelaksan Desa ar
belanja barang/ jasa ukungan
Pelaksanaan d iali sa Antar Waktu .
(PAW).

(3) B esa, dana Bagi Hasil Pajak
diterima oleh Pemerintah Desa

,.,..,.,.""...,..,.niayaibahan bakar minyak (BBM), pajak
OfH''aW.atandan honorarium.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 7
Pengeluaran belanja desa dari sumber anggaran Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan sebelurn rancangan
peraturan desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa ditetapkan
menjadi Peraturan Desa.

Pasal8
(1) Seluruh pengeluaran belanja desa dari sumber Bagi Hasil Pajak

dan Retribusi Daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah.

(2)Pengeluaran belanja desa dari sumber Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I]
mempedomani ketentuan perundang-undangan yang mengatur
arus kas keluar APBDesa.

(3) Pengeluaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1) diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangari,
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Mekanisme pengadaan barang/ jasa yang dibiayai dari Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa
di Desa.

Bagian Tiga
Penatausahaan

Pasal 10
(1) Penatausahaan anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

dilakukan oleh Bendahara Desa.
(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan

dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir
bulan secara tertib. .

(3) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan menggunakan :buku ..kas .
umum, dengan buku pembantu kas yang terdiri dari:
a. Buku pembantu Panjar;
b. buku Pembantu Pajak; dan
c. buku Pembantu Bank.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
s e laporan APBDesa.

g! . Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah

ap sebelumnya, dengan ketentuan:
1) Laporan Tahap II tahun sebelumnya sebagai persyaratan

pengajuan Tahap I tahun berkenaan; dan .
2) Laporan Tahap I tahun berkenaan sebagai persyaratan

pengajuan Tahap II tahun berkenaan.
b. Laporan semester pertama;

(3)Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b terdiri dari:
a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
h. laporan realisasi kegiatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Daerah.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) dengan

cara menggabungkan seluruh Laporan Penggunaan Anggaran Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah paling larnbat minggu kedua
bulan Juli tahun berjalan.

(5)Dalam hal Kepala Desa sampai dengan minggu kedua Bulan Juli
tahun berjalan belum menyampaikan laporan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat menunda
surat keterangan pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah dari rekening kas desa yang diajukan oleh desa.
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Pasal 12
(1)Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Bagi Hasil

Pajak dan Retribusi Daerah wajib dilengkapi dengan bukti
pendukung pengeluaran yang lengkap dan sah.

(2) Bukti pendukung laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dari
sumber anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa surat
pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran belanja desa dari
sumber anggaran 8agi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah.

(3) Dokumen asli atas surat pertanggungjawaban (SPJ)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di Kantor Desa,
sedangkan hasil penggandaannya disampaikan kepada Tim
Fasilitator Kecamatan.

(4)Tim Fasilitator Kecamatan melakukan fasilitasi kelengkapan dan
evaluasi bukti pendukung surat pertanggungjawaban (SP~)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk bahan tindakla .
evaluasi dilapangan dalam rangka penerbitan surat rangan
pencairan anggaran 8agi Hasil Pajak dan Retri Daerah dari
rekening kas desa.

(5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaiarr-
pelaksanaan kegiatan dari
dan Retribusi Daerah an, Tim

epada Desa
DiU n penerbitan surat

a . Hasil Pajak Dan. Retribusi
1-.,...,....,/"-7"""'.- untuk tahap berikutnya.

e maan sebagaimana dimaksud pada ayat
~~---'A<A. ...am 8erita Acara dan dilaporkan kepada Tim

o di abupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat
esa Kabupaten.

: ~

8agian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal13
(1) Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Bagi Hasil Pajak

dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan laporan
pertanggungjawaban realisasi APBDesa.

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi APBDesa kepada Camat setiap akhir tahun anggaran.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun
anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4)Bukti pendukung Laporan atas penggunaan anggaran 8agi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah, disusun paling akhir per tanggal 31
Desember tahun berkenaan.
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BABVI
MEKANISME PENY ALURAN DAN PENCAIRAN ANGGARAN BAGI

HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAfi
Pasal14

(1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dilakukan dari Rekening Umum Kas Daerah ke Rekening Kas:·
Desa.

(2) Pemerintah Desa menyiapkan Rekening Kas Desa pada bank yang .. ;i . •
ditunjuk.

(3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran anggaran Bagi .
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui
Camat dalam 1 (satu) tahun anggaran yang disertai dengan
kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam
format permohonan penyaluran pada lampiran Peraturan Bupati
1m.

(4) Pengajuan permohonan Penyaluran anggaran Bagi Hasil P .
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud p ayat (3)
wajib dilengkapi dengan Peraturan
Pertanggungjawaban APBDesa tahun
evaluasi dan klarifikasi oleh Carnat.

:; .

! '

etribusi Daerah dari
ilaksanakan dalam 2 (dua)

a ap sebesar 50% (lima puluh
esar 50 % (lima puluh persen].

cy.o::~Lol pagu Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
ng telah ditetapkan dalam APBDe~~ berbeda dari··.

--'a.J..oan,.,asipagu pada lampiran peraturan Bupati ini,. maka "
Pemerintah Desa menyampaikan dokumen . permohonan
penyaluran dengan besaran pagu sesuai dengan lampiran
peraturan bupati ini.

(3) Pemerintah desa wajib melakukan penyesuaian pagu Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam APBDes
dengan pagu Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati im melalui
mekanisme Perubahan APBDesa sebagaimana ketentuan yang
berlaku sebelum penyaluran anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah tahap berikutnya setelah Perubahan APBD
Kabupaten ditetapkan.

Pasal16
(1) Dokumen permohonan penyaluran anggaran Bagi Hasil Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah difasilitasi dan dievaluasi oleh
Camat selaku koordinator Tim Fasilitator Kecamatan (TFK).

(2) Dalarn pelaksaan difasilitasi dan dievaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Carnat dibantu oleh anggota Tim
Fasilitator Kecamatan (TFK)yang membidangi dalam melakukan
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fasilitasi dan evaluasi kelengkapan persyaratan administrasi
dokumen permohonan penyaluran anggaran Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan
pelaksanaan kegiatan tahun anggaran sebelumnya di lapangan,
sebagai dasar penerbitan berita acara fasilitasi dan evaluasi

:1,

pengajuan permohonan Penyaluran anggaran Bagi HasH' Pajak' ,". '
Daerah dan Retribusi Daerah.

' ..
i
i

'\ '\

I:

(3) Format berita acara fasilitasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

(4) TFK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi
dengan Pendamping Profesional di Tingkat Kecamatan dan Iatau " ,
Tingkat Desa dalam melakukan fasilitasi dan evaluasi kelengkapan
persyaratan administrasi dokumen permohonan penyaluran
anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

" • I" .

(5) Dalam hal hasil fasilitasi dan evaluasi kelengkapan bukti
administrasi atas dokumen permohonan penyaluran anggaran
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala
telah sesuai, Camat menerbitkan berita acara fa .. si
evaluasi serta menyampaikan pengantar Permo Penyaluran
anggaran 8agi Hasil Pajak Daerah dan erah kepada
Bupati melalui Dinas Pemberdaya,aI).--lYI~vcp~~~~r--(l

(1)Dinas Pemberda
melakuk ~~leTlnohonan penyaluran

Retribusi Daerah dari

ohonan sebagaimana dimaksud pada
in lengkap, bidang terkait menyampaikan nota

a Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
s ai dasar penerbitan Surat Pengantar p~rmcihonan
penyaluran 8agi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan
verifikasi kesesuaian jumlah besaran anggaran dengan
memperhatikan rincian besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah masing-masing desa se-Kabupaten Jember
berdasarkan lampiran Peraturan 8upati ini.

(4) Dalam hal jumlah besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah sesuai, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah menerbitkan SPP dan SPM untuk menyalurkan
anggaran 8agi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui bank
yang ditunjuk sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal18
(1)Kelengkapan berkas persyaratan pengajuan permohonan

penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
untuk Tahap I (50%) an tara lain:
a. Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
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"
j

b. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
c. Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup;
d. Foto copy NPWP;
e. Foto copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah;
f. Pakta Integritas Kepala Desa dengan materai cukup;
g. Foto copy SK Kepala Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh

pejabat yang berwenang;
h. Foto copy SK Bendahara Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh

pejabat yang berwenang;
1. Foto copy Perdes APBDesa Tahun 2021 yang telah" I 'i

diundangkan, dengan dilampiri hasil evaluasi dan klarifikasi
camat;

J. Foto Copy Keputusan Kepala Desa ten tang Pelaksana Kegiatan;
dan

k. Laporan Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Tahap II tahun sebelumnya.

(2) Kelengkapan berkas persyaratan pengajuan permoho
penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retrib ,
untuk Tahap II (50%) antara lain:
a. Surat Permohonan dari Pemerintah De
b. Rencana Penggunaan Dana (RPD .
c. Kwitansi penerimaan ang:gan\lrr--~
d. Foto copy NPWP;
e. Foto Copy no
f. Surat t

"

" :.,'
. 'I,

. yang sah;
Desa bermaterai

Pajak dan Retribusi

iaanran permohonan penyaluran, berita acara
_~.. ._n evaluasi Camat, surat Kepala Dinas Pemberdayaan
arakat dan Desa serta surat keterangan pencairan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yaI?-g riierupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal19
Pemerintah Desa merealisasikan pencairan Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah dari rekening kas desa berdasarkan surat
keterangan Camat pada Bank yang ditunjuk dengan memperhatikan
jumlah besaran anggaran berdasarkan akumulasi Surat Permintaan
Pembayaran yang te1ah disetujui oleh Kepala .Desa dengan
mempedomani ketentuan arus kas keluar pengelolaan keuangan desa.

BAS VII
PENDAMPINGANKEGIATAN

Pasal20
(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendampingan terhadap

pelaksanaan kegiatan dari sumber anggaran Bagi Hasil Pajak
Dan Retribusi Daerah secara berjenjang sesuai dengan
kebutuhan.

~, ':
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(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa kabupaten dan dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten yang terkait serta Camat.
Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melibatkan Tenaga Pendamping Profesional dan Iatau
ketiga.
Pendampingan Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa ' .,
pembinaan dan pengawasan Tim Fasilitator Kecamatan I TFK
yang dibentuk oleh Camat dengan susunan:
a. Camat se1aku Koordinator;
b. Sekretaris Camat se1aku Sekretaris, memiliki tugas

mendukung kebutuhan operasional perkantoran TFK dan
fasilitasi rapat koordinasi anggota TFK;

c. Kepala Seksi Pemerintahan selaku fasilitator manajemen
administrasi, memiliki tugas fasilitasi dan evaluasi dokurnen
pe1aporan Dana Bagi Hasil dengan kesesuaian pelaks
kegiatan di lapangan;

d.Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat d
Sosial selaku fasilitator pemberdaya
tugas me1akukan evaluasi
pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan kegi
swakelola;

e. PNS 9<"~_U~'A"""_p

(3) dapat
pihak

;,

(4)

esejahteraan
t; me~iliki ..,»>:.
mekamsm~
dan

pendidikan dan Iatau
erj bidang teknis ditunjuk

n emiliki tugas melakukan evaluasi
iaan pembangunan fisik infrastruktur dan

(5)

camatan yang memiliki dasar pendidikan d~/ a11lu
emiliki pengalaman pekerjaan menjalankan aplikasi sistem

keuangan daerah ditunjuk selaku Operator' Siskeudes
Kecamatan, memiliki tugas melakukan posting APBDes,
merekapitulasi laporan konsolidasi dari desa dan membantu
sekretaris TFKdalam menyelenggarakan rapat koordinasi;

Dalam hal terdapat kekosongan pejabat kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) atau pertimbangan lain yang
dikonsultasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Camat dapat menunjuk PNS lain yang berada dalam
lingkup unit kerja kantor kecamatan. , '
Sekretaris, Fasilitator manajemen adrninistrasi, fasilitator
pemberdayaan masyarakat, fasilitator teknis dan Operator
Siskeudes Kecamatan sebagaimana dimaksud pada a:yat (3)
bertanggungjawab kepada Carnat.
Tugas TFK adalah: !.

a. melakukan evaluasi terhadap kesesuaian pengalokasian
. I

anggaran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi. Daerah pada
Rancangan APBDes;

(6)

(7)
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b. melakukan fasilitasi dan evaluasi kelengkapan dan berkas
administrasi atas pengelolaan keuangan desa serta terhadap :
dokumen persyaratan administrasi pengajuan penyaluran
anggaran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah; .

c. melakukan evaluasi dokumen pertanggungjawabal1 melalui .'
evaluasi di lapangan atas hasil atau perkembangan
pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran Bagi ,.
Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah; .; :

d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan kepada ".:
Desa terkait dengan penggunaan Bagi Hasil Pajak Dan ,;;

, '

Retribusi Daerah; : '
e. melakukan evaluasi dan memberikan peringatan danj'atau

teguran tertulis kepada Kepala Desa terhadap temuan
~ i

indikasi penyimpangan dalam penggunaan Bagi Hasif Pajak ::
Dan Retribusi Daerah. . .! .

f. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan <,

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, hu
huruf d dan huruf e beserta potensi permasalahan gi Hasil "
Pajak Dan Retribusi Daerah setiap bula ada Bupati
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan at dan Desa
dengan tembusan ditujukan ke I bupaten.

(8) TFK dalam melakukan wasan s
'1'-f'" ........../lqo.qn egiatan

aran Bagi Hasil
£1L'"'I'~~,anInspektorat, Dinas
a serta dinas teknis terkait

I~.

I

menjadi objek sasaran kegiatan
pengawasan atas dokumen perencanaan

'/a pelaksanaan kegiatan fisik/konstruksi sebagaimana
aksud pada ayat (8), memfasilitasi TFK dalam kegiatan

evaluasi di lapangan.
Camat selaku koordinator TFK dalam melakukan pendampingan
kepada Pemerintah Desa dapat melakukan koordinasi dengan
Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa di wilayahnya.

BABVIII
PEMBINAAN,PENGAWASANDANSANKSI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasa121
(1) Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pembinaan atas

penggunaan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
bersama Inspektorat serta dapat melibatkan dinas teknis terkait
di tingkat kabupaten.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebelum proses penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan desa tahun anggaran berikutnya.
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Bagian Kedua
Pengawasan

Pasa122

..

Pengawasan terhadap penggunaan Bagi Hasil Pajak Dan .Retribusi
Daerah beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara :..:
fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan masyarakat !sesu'a:i· fj fi ;
dengan peraturan perundang-undangan, meliputi: :.'
a. Pengawasan melekat dilakukan oleh Camat atas 'nama.Bupati;
b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten;
c. Pengawasan yang dilakukan melalui kelembagaan BPD; dan
d. Pengawasan yang dilakukan langsung oleh masyarakat.

, I. ~,
! ~ :

I'

Bagian Ketiga
Sanksi
Pasa123

(1) Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan .keua n
i :

desa bertanggungjawab atas penggunaan Bagi Hasil ,~~kDan :::
~; ;

Retribusi Daerah.
(2) Dalam hal terdapat indikasi penyimpanga •........-rt

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi D
pengawas fungsional daerah

(3) Kepala desa dikena
tertulis oleh Bu
penyalah~_".~J."

~: :::

!

; ::

enyaluran anggaran Bagi Hasil Pajak Dan
e i u aerah tahap selanjutnya setelah menerbitkan surat

e an tertulis kepada kepala desa sebagaimana ..dimaksud
pad a ayat (3), hingga kepala desa mengembalikan .kerugian desa.

(5) Kerugian desa sebagaimana dimaksud pada :ayat . (4). wajib
diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setela:h surat teguran
tertulis diterbitkan atau menyesuaikan rekomendasi APIP.. '}

~.:
, ,

..

Pasal24
(1) Dalam hal hal hingga jangka waktu 1 (satu) bulan atau ;i I

sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (5), Kepala Desa
tidak mengembalikan kerugian desa, Bupati memberhentikan .,
sementara Kepala Desa yang bersangkutan, dan memberikan !,'
batas waktu selama 1 (satu) bulan untuk mengembalikan
kerugian desa.

(2) Apabila hingga batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau kepala desa berakhir masa
jabatannya sebelum memperoleh sanksi pemberhentian
sementara atau kepala desa meninggal dunia, kepala desa tidak .
mengembalikan kerugian desa, Bupati memberhentikan Kepala
Desa yang bersangkutan dan terhadap kerugian desa yang
disebabkan oleh penyimpangan dan atau penyalahgunaan

~ i •

, "

i.I ;.
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; .

,:1;

kepala desa tersebut, diselesaikan melalui proses.. hukum ,:';'
sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang';' n!;

. /' .' I: .

berlaku. " :i!::
(3) Dalam hal kepala desa sebelum batas waktu 1. (satu] bulan ,J ~:

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan kerugian :. [
desa, dengan memperhatikan laporan bukti penyelesaian, Bupati :,
mengaktifkan kembali Kepala Desa dimaksud dan me~yalurkan' .'
Dana Desa tahap berikutnya. T:: .

Pasal25 ", ' ,ff:
..::" J

Dalam hal proses pelaksanaan sanksi kepala desa sebagaimana '.' 'f
. r

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (1) melewati :
akhir tahun anggaran, maka bupati menunda penyaluran Bagi
Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah tahun berikutnya, .hingga ,

, . , ",: '.
kepala desa menyelesaikan kerugian desa.

.: .
"" -: ., "

-. . : ~~.:

. " -~. ;.. : :~
.:

. ;;
l r :
: !.\~;.

~:.

" !

: :;

Pasal26
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ap~rat. awas
fungsional daerah, kerugian desa terjadi disebab oleh pihak ;;:.
selain kepala desa, maka pihak terseb ken sanksi
sebagaimana ketentuan peraturan
berlaku dan anggaran Bagi
tetap disalurkan sebagair :I.!<;t:1~Cf'.

. ,
, ,

" .

TnAT~H:J'gungjawabahyang. tidak
:: .

gian desa yang disebabkan oleh •i
_=---_. a dimaksud dalam ayat Pasal 23 ayat

dan Pasal 26, maka dalam upaya
s Administrasi Pertanggungjawaban untuk ._';

\~..~ .....ukung Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran
Dana Bagi Hasil dilampirkan lembar keterangan dan fotocopy "
bukti administrasi hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional .'I
daerah atau putusan pengadilan yang mempunyai .kekuatan
hukum tetap.

Pasa128
.: ~

.>:

(1) Kepala Desa yang mengundurkan diri, diberhentikan setelah
bupati menerima hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional
daerah atas pertanggungjawaban penggunaan anggaran Bagi
Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah di tahun anggaran berjalan. .

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat pengawas fungsional .:
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat temuan: ..

.' ., I

kerugian desa, maka Kepala Desa yang bersangkutan wajib
menyelesaikan hasil temuan tersebut.

I
i ~
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(3) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak menyelesaikan kerugian desa, Bupati memberhentikan
Kepala Desa yang bersangkutan dan terhadap pelanggaran yang I

mengakibatkan kerugian desa diselesaikan melalui proses
hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BABIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasa128
(1) Pada kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari Bagi

Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah, pemerintah desa wajib
membuat prasasti dengan ketentuan:
a. pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan kelas jalan

posisi prasasti berada pada titik nol;
b. untuk kegiatan fisik selain jalan, prasasti berupa plakat

diletakkan di tempat yang mudah lihat;
e. prasasti diberi warna merah dengan plakat sederh ang

berisi tulisan sumber dana, tahun pelaksana giatan dan
volume;

d. khusus Prasasti

merah;
e. spesifikasi Pr

40 em.....................

.sa.
atan prasasti sebagaimana dimaksud apda ayat (1),

I I1J . at pada masing-masing Rencana Anggaran Biaya ditiap
LJ ~ egiatan.

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasa129
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Diundangkan di Jember
pada tanggal 3 J uni

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Juni 20212021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDYS
~~.Dtlllll'~ama Muda
~~~5 199202 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 46
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LAMPlRAN I PERATURAN BUPATI:JF;MB~lR
NOMOR 46 TAHUN 2021 ,;
TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DI KABUPATEN
JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN BAGI BASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI DESA SE-KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

DESA

,~,:, ,

BGHPAJAK
DAERAH

6 'i'
107.372.000;,Qo'.

1" 2

1 :JOMBANG

3 :JOMBANG

4, JOMBANG

5 JOMBANG

3

PADOMASAN

KETING

4 5

. . ' ~ !

", 113.707.000,:90

JOMBANG

NGAMPELREJO

WRINGINAGUNG

94.375.000,00 12.997.000,00

112.966.000;"qo

85.222.~V

~.ooo,qo
6 ',JOMBANG

7·· KENCONG

8 KENCONG

SARI MULYO

97.188.000,00 16.519.000,00

84.808.000,00
. i

CAKRU

PASEBAN

9 KENCONG KRATON

100.167.000,00 12.799.000,00

72.923.000,00 12.299.000,00

89.661.000,00 14.054.000,00

73.039.000,00 11.76~

10 KENCONG KEN~ Iv ~1~.~~r.<5(0~(0~.000,00

11 KENCONG ~ ~f;~~ ~ 1\ 10~.P~ 13.398.000,00

I

115.705.000~V

~d,:?Q'
101.232.000l,~

'I' ~ .'

133.807.000,00
• "I '

119.412.000,60 "
,I "

- . '--, , ....

79.071.000,00
, , .

~ -------J---n ~UMBERBARJUj JJdI' O~ 75.408.000,00 13.722.000,00

14 SUMBERBA~ ~LAGAH 76.305.000,00 14.641.000,00

89.130.000,.00

90.946.00Q,bo, ,

15 . ~U~U JAMBESARI 71.078.000,00 13.358.000,00-
.~ I·,· -I ,.••

84.436.000,:00
I' ,

~--SUMBERBARU YOSORATI 97.306.000,00 17.390.000,00 114.696.000joo

17 '$UMBERBARU SUMBERAGUNG 80.455.000,00 13.183.000,00

18 SUMBERBARU GELANG 98.009.000,00 18.477 ;000,00
..

19 SUMBERBARU ROWOTENGAH 81.635.000,00 13.042.000,00
.. ,

20 'SUMBERBARU PRINGGOWIRA WAN 85.318.000,00 15.023.000,00

21 •SUMBERBARU KARANGBAYAT 100.085.000,00 17.635.000,00
..

·22 'GUMUKMAS KEPANJEN 81.397.000,00 13.428.000,00

23' GUMUKMAS MAYANGAN 93.147.000,00 13.501.000,00

24 GUMUKMAS GUMUKMAS 85.753.000,00 13.340.000,00
'"

~~; : GUMUKMAS MENAMPU 77.183.000,00 43.926.000,00

26 GUMUKMAS TEMBOKREJO 80.847.000,00 12.501.000,00

27 GUMUKMAS PURWOASRI 80.197.000,00 12.911.000,00

:
93.638.000.00

., ..

116.486.000.00,
! '..

94.p77.qOO~pp'
1· ;

lOO.341.000~Oq

117.720.009,00
." I

94.825.00q,00

i '
l06.648.00q,oo '

i

i···

99.093.000,00
, ' '.

,

121.109.000;00
"I· .

93.348.00~,00

93.108.00~,OO

,:,,,1 ..



- 19 -

BGHPAJAK.
D¥RAH

3 4

BAGOREJO 79.582.000,00

',''.

11.811.000,00

12.513.000,00KARANGREJO 75.109.000,00

SUKORENO 12.644.000,0096.947.000,00

SIDOREJO 80.872.000,00 12.018.000,00

12.234.000,00GUNUNGSARI 86.976.000,00

12.070.000,00GADINGREJO 74.461.000,00

11.659.000,00UMBULREJO 66.926.000,00

37.110.000,00UMBULSARI 98.991.000,00

TANJUNGSARI 78.301.000,00 11.973.000,00

TEGALWANGI 93.221.000,00

PALERAN

MUNDUREJO

16.028.000,00

36.984.000,00

73.431.000,00 13.155.000,00

74.446.000,00 13.642.000,00

KLATAKAN 94.979.000,00 12.995.009,00

PONDOKJOYO 103.389.000,00 17.376.000,00

PONDOKDALEM 66.668.000,00 12.391.000,00

REJOAGUNG 71.778.000,00 11.647.000,00

SEMBORO 94.347.000,00 13.247.000,00

SIDOMEKAR 100.537.000,00 13.364.000,00

SIDOMULYO 74.222.000,00 12.445.000,00

MLOKOREJO 89.612.000,00 12.563.000,00

ss: ipUGER MOJOMULYO 71.319.000,00 12.476.000,00

5q, 'ptJGER MOJOSARI 77.075.000,00 12.92S.000,00

sf !PUGER PUGERKULON 71.735.000,00 SO.63S.000,00

58, EUGER WRINGINTELU 75.554.000,00 11.820.000,00

.' "f
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, BGHPAJAK';," D.uitAH,

KASIYAN

BAGON 73.412.000,00 11.884.000,00

KASIYAN TIMUR 85.804.000,00 12.286.00D,00

WONOSARI 71.315.000,00 12.299.000,00

JAMBEARUM 79.308.000,00 12.067.000,00

GRENDEN 91.329.000,00 13.109.000,00

PUGERWETAN 75.134.000,00

CURAHKALONG 93.879.000,00

GAMBIRONO 84.905.000,00

BANGSALSARI 91.222.000,00

TUGUSARI 98.073.000,00

KARANGSONO

SUKOREJO

14.748.000,00

79.800.000,00 14.724.000,00

74.345.000,00 11.836.000,00

KARANG SEMANDING 91.028.000,00 12.485.00'0,00
..

TUTUL 122.081.000,00 20.237.000,00

BALUNGKULON 94.965.000,00 29.338.000,00

BALUNGLOR 130.054.000,00 115.743.000,00

BALUNGKIDUL 66.699.000,00 11.637.000,00

CURAHLELE 92.159.000,00 12.848.000,00

GUMELAR 92.821.000,00 12.208.000,00

85' , W,l1LUHAN LOJEJER 99.688.000,00 14.602.000,00

86:
' ,_

WULUHAN AMPEL 125.547.000,00 14.154.000,00:.1
'"

'V{l1LUHAN87: TAMANSARI 106.851.000,00 14.338.000,00
'. _

WULUHAN DUKUHDEMPOK 104.621.000,00 13.281.000,00
I' ,

, Wl1LUHAN GLUNDENGAN 108.402.000,00 13.897.000,00

, i ;~
" I, . \

l ',I

i ' 'd::

245.797.000,0"0
:1 _"

105.

114.290.000,~p

139.701

l22.299.000,~q

t •

~:-
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DESA BGH PAJAK
DAERAH

TANJUNGREJO 110.128.000,00

KESILIR

13.645.000,00

','

101.945.000,00 13.192.000,00

SABRANG

79.958.000,00 12.119.000,00

92.292.000,00 13.397.000;00

124.930.000,00 15.345.000,00SUMBEREJO

89.315.000,00

97.948.000,00 106.129.000,00

13.464.000,00KARANGANYAR

PONTANG 13.196.000,00

TEGALSARI

AMBULU

ANDONGSARI

NOG 0 SARI

101.661.000,00

84.207.000,00

107.120.000,00

CURAHMALANG

ROWOTAMTU

KALIWINING

PANTI

61.755.000,00

12.288.000,00

12.914.000,00

83.152.000,00 15.484.000,00

77.403.000,00 13.328.000,00

82.465.000,00 14.641.000,00

GLAGAHWERO 74.835.000,00

SUCI 84.421.000,00

13.998.000,00KEMIRI 83.868.000,00

SERUT 13.715.000,0086.737.000,00

WONOJATI

JUBUNG 73.854.000,00 11.530.000,00

DUKUHMENCEK 11.934.000,0073.043.000,00

SUKORAMBI 82.945.000,00 13.591.000,00

13.101.000,00SUKORAMBI KARANGPRING

12.761.000,00•SUKORAMBI KLUNGKUNG

13.089.000,00JENGGAWAH KEMUNINGSARIKIDUL

12.346.000,00JENGGAWAH

70.098.000,00

69.094.000,00

84.457.000,00

83.417.000,00
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BG~PAJAK
DAERAH

JENGGAWAH 92.026.000,00

KERTONEGORO 81.907.000,00 12.633.000,00
,. ,!

SRUNI 87.630.000,00 12.733.000,00

12.771.000,00JATISARI 73.103.000,00

12.042.000,00JATIMULYO 74.458.000,00

CANGKRING 13.842.000;0085.211.000,00

SUKAMAKMUR 93.716.000,00 13.742.000,00

MANGARAN 91.282.000,00 14.942.000:;00

PANCAKARYA 83.774.000,00

AJUNG 88.568.000,00

KLOMPANGAN

WIROWONGSO

ROWOINDAH

14.799.000,00

14.496.000,00

67.740.000,00 12.674.000,00

73.517.000,00 14.545.000,00

CURAHTAKIR 20.327 .OOQ~OO104.590.000,00

SANENREJO 18.992.000,0096.570.000,00

KEMUNINGLOR 72.459.000,00 13.617.000,00,

DARSONO 72.111.000,00 13.755.000,00

ARJASA 73.496.000,00 13.048.000,00

CANDIJATI

BITING

82.420.000,00

66.189.000,00

12.245.000,00

12.006.000,00

KAMAL 68.801.000,00 13.267.000,00

LENGKONG

KAWANGREJO

73.319.000,00

64.447.000,00

13.956.000,00

13.188.00q,00

TAMANSARI 69.164.000,00 13.665.000,00 i

MUMBULSARI

. 'i'

, i
. '
, ,

, I d ,I! ,.,'.

79.636.000,00 15.060.000,00
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r . :<'.~

.. i··DESA.
.-," .-

sueD

BOUPAJAK
DURAll

LAMPEJI 86.931. 000,00

KARANG KEDAWUNG 72.980.000,00

PATEMON 58.917.000,00

'. " ~

BEDADUNG 61.143.000,00 11.862.000,00

SUMBERPINANG 69.673.000,00 12.890.000;00
. !

SUBO 64.743.000,00

74.613.000,00KERTOSARI

61. 926.000,00JATIAN

PAKUSARI 86.889.000,00

SUeOPANGEPOK

PANDUMAN

SUKOJEMBER

75.368.000,00

12.094.000·;00

73.571.000,00

12.031.000,00

13.485.000,00

36.198.000,00

66.864.589,82 13.095.000,00

TEGALWARU 67.083.000,00
.. ,

12.759;000,00

TEGALREJO 60.310.000,00 11.766.000,00

SUMBERKEJAYAN 65.749.000,00
;

12.900:000,00

SIDOMUKTI 67.513.000,00 13.197.006,00

GUMUKSARI 65.579.000,00 12.250.009,00

SUKORENO 65.151.000,00 12.020.000,00

PATEMPURAN 69.369.000,00 13.234.000,00

SUMBERKALONG 68.687.000,00 12.675.000,00

SUMBERJERUK 69.691.000,00 12.750.000,00

GLAGAHWERO 72.266.000,00 13.126.000,00

KALISAT 77.833.000,00 98.544.000,00

AJUNG 73.764.000,00 12.758.000,00

'! ..: t';,

; ,
. I ~- .

" ·1

I : II ~ ': : . :', I ~ i: i l J ~;;l I~:"i'\



PLALANGAN 77.675.000,00 13.724.000,00

GAMBIRAN 67.733.000,00 12.588.000,00

SUMBERKETEMPA 66.646.000,00 12.450.000,0.0

SEBANEN 62.005.000,00 11.874.090;00

LEMBENGAN 71.643.000,00 13.668.000;00

SUREN 73.545.000,00 14.751.000,00 .:!

KARANGPAITON 59.377.000,00 11.827.000,00

SUMBERANGET 58.144.000,00 11.635.000,00

SUKOGIDRI 62.118.000,00 12.097.000;00.

LEDOKOMBO 65.277.000,00

SUMBERLESUNG 70.297.000,00

SUMBERSALAK

SLATENG

!;:: ,!~':: :Jl!{;:f;~'
. :r': '; J

~.:',.
\ ';- ~:! .. - 24-
:,..-.'.

DESA BGHPAJAK
DAERAH

", "\"" ~,",!' .
I.: •.. ,,' 01; .

". . ; .
:; .
i

12.459.000,00

12.820.000,00

73.193.000,00 47.395.000,00

67.055.000,00

SUKOREJO 62.084.000,00

SUKOSARI 72.363.000,00

ARJASA 66.341.000,00

SUMBERDANTI 61.379.000,00 12.185.000,00

POCANGAN 59.886.000,00 11.779.000,00

DAWUHANMANGLI 63.367.000,00 12.239.000,00

MOJOGEMI 61.387.000,00 12.249.000,00

SEMPOLAN 72.772.000,00

16.720.000,00HARJOMULYO 90.927.000,00

35.891.000,00

KARANGHARJO 72.283.000,00 13.541.000,00

SILO 91.405.000,00

18.476.000,00PACE 109.646.000,00

~" .: ,.;;

16.905.00(),00

, . :;,' ~.,.,". ,"
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I ill 'It I I I J rr II
If ,>

, :111/1IfECAMATAN
BGBPAJAK BGB RETRIBUSI

INO DESA DAERAH DAERAH JUMLAH I,
J I f, I, I

I '
1 j iJ I 2 3 4 5 f 6 .4 I

~ILO
" I I

214 MULYOREJO 108.060.000,00 18.688.000,00 i 126.748.000,0~.
i I' . . .cl,'

215 ~ILO SUMBERJATI 92.263.000,00 16.286.000,00 "108.549.000,00
I

216 ,f3lLO GARAHAN 80.377.000,00 13.974.000,00 94.351.0.o9'9?
,

217 SILO SIDOMULYO 84.291.000,00 16.805.000,00 101.096.00Q,00
"

lsUMBERJAMBE
I

I218 PLEREAN 74.003.000,00 14.302.000,00 , 88.305.000,Op

219 jSUMBERJAMBE SUMBERPAKEM 70.512.000,00 13.068.000,00 83.580.000,00

ISUMBERJAMBE
I

220 PRINGGONDANI 72.994.000,00 14.378.000,00 87.372.000,00
i' I

221 ; SUMBERJAMBE RANDUAGUNG 66.846.000,00 12.716.000,00 79.562.000,do.
222 ~SUMBERJAMBE CUMEDAK 77.572.000,00 13.745.000,00 91.~e<r.OO
223 ! SUMBERJAMBE SUMBERJAMBE 67.946.000,00 13.005.000,00 ~.951.000,OO

............

76.700.000,00
~r""

90.407.000,~0224 SUMBERJAMBE GUNUNGMALANG ~1ff~,)( I

225 SUMBERJAMBE JAMBEARUM 75.927~e,o (71fA~9~.b6Q, pI! 90.723.~
V

~~P9 oV ( (vtr1J>C ~I'226 SUMBERJAMBE ROWOSARl 01< ,01 5.000,00

JUMLAH ~r f--'8~~ 8~~4~J 9, I~ \~O
22.065.196.660'F2

I
I ~r)~1 ~J ~~ II

,.....

I \l I.
~

BUPATI JEMBER, I'L.-::

I ' V ...- i

I
ttd "I

I

I HENDYS I
I
"
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TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERWiH DAN . .1; ,
RETRIBUSI DAERAH BAG I DE$A DI' J: : ; [ . .; ,):'
KABUPATEN JEMBERTAHUNANGG4.RAN'2021;i : :r
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER :i.;i

KECAMATAN .
I)E~~ ••••••••••

',11:.:/,
.;;. I

:!iI 'j
·1::.r:

............... , Tgl ·2q~1
900/
Penting

/35.09 /2021
: I.

Kepada
Yth. Bupati Jember
Cq. Camat ..........
di

Permohonan Penyaluran dana
Bagi Hasil *)Pajak/ Retribusi
Daerah Tahap ... (....%) Tahun
2021

..........

Berdasarkan
2021 ten tang Bagi
Desa Di Ka.~HcI'f:'u.' ersama i~~i".Kami

Hasil Pajak Sagr Desa
s Kecamatan ...... ., sebesar
elengkapan berkas . perrnohonan

emikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA .
•••• : j

..• -!. ~ .

•••......................•••••••••.

"!'. ,
Keterangan :
;'it) ditulis salah satu, sesuai pengajuan Bagi Hasil Pajak atau Retribusi daerah

!:
i; ".,
I .'

.!

j ,! , . . rr ,

, .
. :

., ; ~~ !
: .. if-'·

" i,
i

.~:~.~tir:-t~~:;·~.
:!~:

.' .,
"

;'

. i";'

i '

i.

ci
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Penting

i' i~: ,I

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER .,"
KECAMATAN :;: :!;:: i . iU ;j:!

Jalan ,·:t.;,..,~:.:'., "'! i 'rilii ,
.............. , ~ ;;. ;'. ,::;,:,';"1,,!,,,;.~,:.,: 'L' j V, q'

,~~. ! ~ :>~~::
0" ' .1. il'.. ' :!~j , - ~ . : ! :.d .

Kepada .: \',' ' :!ojl
yth. Kepala D~nas p!~mberday~~:"
Masyarakat dan Desa Kabupaten:
Jember ' :';' ;IHi![ 'j
Di :l;~!~.:

; :;; r ~ •

. !';" '
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.' ;

900/ ... / 35.09 .... /

Pengan tar Pengajuan
Penyaluran Dana Bagi Hasil
*)Pajak/ Retribusi Daerah
Tahap Desa .

JEMBER
','

"

Memperhatikan:
1. Surat Kepala Desa tanggal nomor .
2. Surat Kepala Desa tanggal nomor ::.
3. Dst.

Bersama mi clisampaikan
Penyaluran Dana 8agi Hasil *)PoU!!lrv.-r'...,.,,'r ..
............... Kecamatan .
dengan hasil fasili t

CAMAT ..

NAMA
NIP

" 'I
t" ,

}'
K¢t
*): .'Lampiran berupa fotocopy Hasil Fasilitasi dan Evaluasi setiap berkas pengajuan

,i Permohonan Penyaluran
~
i

;I;

! :

., j-

I

, ;

.j



;" '·11111:·

~~)dehtitas KTP
j~6~tim Kenala Desa ... ..•••••• ", 'ltI' r ,'Ii

; i '-f4##~' ' Desa Kecamatan........... i_>

.< d:d t } :::;
'i ::; Jq i:;. Bertindak untuk dan atas nama Desa •••••••..•• Kecamat~#. .!".: ••••••• .;:

Kilp*p~ten Jember dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa : ;:;1 ",. i" "

L i i.!Bantuan Dana Bagi Basil *)Pajak/Retribusi Daerah Bagi Desa i~g aka~'i'
.:1 ;'~~mi terima sesuai yang tercantum di APBD TA. 2021 itda1ah, ~ebesluq i

,'):1 L!~P•.••••••..(terbiZang ••••••..•.) .;:::"...'"
2.;( n13a.rttuan Dana tersebut akan kami ajukan Permohonan
., n H:lalam :2 Tahap yaitu :
. :' Tahap I (50%) sebesar Rp .•.•.•••••(terbilang •••.•••••.)

1 ',. ,

I, ';":1::, Tahap II (50%) sebesar Rp •.....•••• (terbilang .•••••••••)
~<J' :~~ntuan Dana tersebut akan kami pergunakan unt
c. 'i", kegiatan-kegiatan yang akan kami

I.it"; ~ r .'

; .:['\;RABjProposaljRencana Penggunaan DaUQ.YLA"'n.II4~II/~'Gu
:!'1tyling kami ajukan dan apabila t . .

; ; sepenuhnya menjadi tan b
. 11.~:.i : Dalam realisasinya
i 'profesional

.. : : memberi' '~""I'"

- 28 - ..~

PAKTA INTEGRITAS

I ?
.......••••••••.•.....•..••.

,
.~ .!,

'1 ;

"
I

peI~ed~J.n"secara . i

opti~al . un t~~ :
at dari persiapan, pelaksanaan dan

a: n Surat Pertanggungjawaban (SPj)' sesuai
t ana yang kami terima serta sest..a.f .dengari

dan akan kami sampaikan Kepada Bupa.trJefuti~r: .';~.
el gar hal - hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas :inl
ersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut gar#i rugi dan'

,..,': ana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
: ': Demikian pakta integritas ini dibuat untuk dipergunakan 'sebagaimana.

m¢stinya. :
; -~' , .

Desa , .
Yang membuat Perny~taan .

KEPALA DESA••••••••••••••
, t",

" :
" , ~

.i

,

;kl r-
. i 'r : ' -

I .K~t~rangan :....I : .."r' ."

i .:*j ditulis salah satu, sesuai pengajuan Bagi Hasil Pajak atau Retribusi daerah

Materai
10.000 !

.. __ ....... _._. . 1 NAMA

,I,

! ,
i :

: :,;. ,'"

,: .
'j "

!

! :,

',:[ ; t' ' ,j; ~d • ~



..' .~I ~'"I,-",1 i[ !r'i i' .' I r '. ;. l~' I \ ~ ~ \ . ~

'I: : ,,1., [;1'1;'1 l
..J; "'1 r; itl,.::I.1.

.:' ,ii.; - 29 - , ',':,:1,'1:." :) '. :i !iJi;:I;'
.. .: Ti "., .., ,.I(llll,·'I'[.

J 1~!' . }. , I ,i

'" 'iil I' I KlillSU~;A'I; I ",ilii',

: .;;;Il:ij,!i yan:=:::::::i:~ANGGUNGJAWAB' ,,/i! ';';,!11:[
: . Nama": ....• 'i : l· ::fll .: i . ' ; ;;: i iii i i

" NO:r~~~titasKTP ~;:::~~:.:::::::.... .. '; • ,.".11', , I::, ';..!',1:::,1.,',!1,!1'.,: ,,:1 ,1,','; -.!~~":J1 r
, Alahlclt D K ;1:

: ;.:: esa ecamatan........... .:!,: .] :.;'.'i,' i,:'; Ii, ;:

i ':fl~. Bertindak untuk dan atas nama Desa. Kecamata" : ! ~~

Kabupaten Jember dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa : :':! ' i i; l~:;
'I .t. • . ;1 I','

1. ';'Santuan Dana Bagi Hasil *)Pajak Daerah/Retribusi Daerah :Bagi·~esayang:: I:: ;
, (lkan kami terima sesuai yang tercantum di APBD TA. 2021 adalah sebesar H;: .

2., ':::';;;~·;;~~·~~~~~bU:=:~j':~~·;~;:;;;;;;;;;;~~PenyaluranDan~dal %
: 'j ::; , .: ,:

, :;1 !:'fahapyaitu: ,.;:
, ! !'Tahap I sebesar .: ~:

. :1; Tahap II sebesar : Rp. . (Terbilang , .i

3;11 ; ~antuan Dana Tahap 1 sebesar Rp
", It ; [.'!-.. •••••••••••••••••••• j telah kami terima, s~UHlgg~
,:.! ; itersedia adalah sebesar Rp .
4:+<:ahntuan Dana yang kami teri a

; untuk keperluan kit
: dengan RAB
····Clipersc:u~~J'I~~

5. i K' gkap
.. p#rtanggu
l' ~'enjadi t

6~i • 'Kelengka an Keabsahan Bukti-bukti pendukung berupa
'1:. ~~rtan gjawa~an belanja atas p~nggunaan dana tersebut ,A.~~i.ka~i simpan '::;
i: . memenuhi keperluan pemenksaan oleh lembaga yang .berwenang serta .:'

.. ~:.t.~inbusan kami kirimkan kepada Bupati Jember . . -:;
7.; ;j : Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sepenuhnya menjadi:

I )! $nggungjawab kami dan kami bersedia dikenakan sanksi administrasi serta :'
.1 j. dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan ~~fUridang- .
i :: un<;langan yang berlaku. ' ". !!., .. ,
l' . ~:.~ Demikian pakta integritas ini dibuat untuk dipergunakan .,

,:, ..

: i,

i pergunakan i:;

n i laksanakan sesuai: . i::
anal Dokum~n" .Uiin " yang: ; t ~ i : ;

! i ! ~!. :,

,i ," ,~~; :

pendukung , berupa
penggunaan dana terse but sepenuhnya

.:

, .
~, .~; Desa , ' J .

Yang membuat Pernyataan :!
KEPALA DESA •.•••••• ~•••••

v !l
:i .

..._-- --1

Materai ,
~~. _l,~~O~~_1N A M A

j: !

"'1·

[: '''!j,
. i lr-~~erangan:

""i ~itU'[is salah. satu, sesuai pengajuan Bagi Hasil Pajak atau Retribusi daerah
I,' ,'."-.

i ~
.j . I,'

I ;: :,.

: ~: .' • I

: ~:'
, .,.

I. ',e"
j,

. : i

_,i ; ,
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Jumlah

KEPALA DESA . BENDAHARA DESA ...

.pengajuan Baqi Hasil Pajak atau Retribusi daerah
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Mengetahui,
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Laporan Pemungutan dan Penyetoran Pajak
Tahun .

TAHAPI

I)IC~~..............•••..••.

;

. ;I :! r~nerlma Dana : DESA KEC. ::!, : '!i ::!
',i)':A1amat :! ,"l;!,i

: !j i! ~:::~ ::::: ~::;;~~~'~i;~ak/RetribUSI Daerab ' ,,_ , t, ; - f: '. ' .:~

: 1 ;,',::,.,~:''I,~,:ncanaPenerimaan : - Tahap 1 Rp. '~:: '- Y1::,
1 _ : - Tabap 2 Rp. .. .:t " ,:;

'\ :~.~;-r----------------------------------------~------------r------------r~~--._---,
;i 'i ; ; Pajak Yang Disetor Tahap 101 PaJak Yallg ~Ulasi 1-;---,..---, Ket : :: '
i ;: :~~ BuktI Di t Y ~ i I . , ,

. ·;1· " ! ,·I--J-e-n-Ia-2PaJ-a-k----r-T-an-ggal-3-Se-t-o-,T"""--Jum-lah---il ... ·~:.i,fI'+ i~~~ . .~"..,/

:1::: (R~) ~((RP" Vl( Il/'R+hl: iV ;:::ii!:;
:1 .u 1 PPN ~ \ I \ \ / -e-: 'i
'I, 2 PPh 22 ~ I ---- ~ I r \ 1 r1j _y---
'! ,j;--:3~PP=:-h:..:2~3__ -__I_-__:;:>"""=~~-;:/~_+-I+-\T+-!_~_+_H.._,._l-+r--+_+I-f__il"I~'i;;;.~.:::.~---+__--";,;...'_---I
, 4 PPh 21 ~ I "'..--' \ L.--!. v
I "~: S~PP;..;.I_-""'"?"""~~*+b_I_f,---J_+_.....:::L..+h++-IT-_+__+_I_+I~~""";:::-::;..._-_+----_+---....---_I:i i ,:,:6 dst ~ v _.J \ //' ',j

'1 ;; , ;,' .,___...- I \ 1.-'1 \
:iiV ~ Iv/

I ~ ~

i 'i! ~~.D:nqw. .Jember, , .

,~ I,! : ,I:. KEPALA DESA Bendahara Desa ,.;; ..~ ::

;l '; i i:i

'I iii,.1 1 ' "
1 -: , Keterangan : :1
! : I ;'!'

• : :_, . . flo) ditulis salah satu, sesuai pengajuan Bagi Hasil Pajak atau Retribusi daerah, i.::'
i .! :;'
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" ~_-:~-~~'.-:.-~--~~~~~~ ..~~~::.">~-:-.~~,~;',.~;~~~~~;~:F~;~:~<:;.~.~~~:~~~.:.~~:I:~;':'~:",~~,~"~';!~<+-;:0.;.~'_;:~~
. -.. -:.. ..........;_,.....~----·~~~:~·~·:::r- ' ..:-:"~-:--,'....,_:...;:~~~~~:;.-:~<~i::::~~-:::~~~.-::r.;::::~;.:.~:.._::.:~.~.:-=-. ~ .~-;

: !... ... -' :.,._--.. -. , -,'_~

KECAMA. TAN - .
J)~Jl •••••••••••••

Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Desa Bagi Basil *)Pajak/Retribu
Tahun .

Lembaga Penerima Dana
Alamat
Jumlah Anggara.n

RencaDa PenerimaaD

TAHAP .....

:DESA ••.••••...•..
:JEMBER
: Rp ..
: - Tahap 1 Rp.
: • Tahap 2 Rp.

110

No

2
• d ..... ~paI

3
IRPI

6
IRp

1
2

_____v
L 1

3
4 dst

I A \
I/)\ v v

9
IRPI

aerah Bagi Desa

jumlah

Keterangan :"*' ditulis: salah satu, sesuai pengajuan Bagi Hasil Pajak atau Retribusi daerah

L--::
.._.._... .J'amIaJa st-. SID Ket

TlIhap Peage1uanA Tahap IDi ./d--ya ./dTabap IDl Tahap lid

10 11 12~5-9 13c6-11 14
CRpI IRPI CRpI IRpl

...... ' ".~ ---.~:- ._- _ ..

Jember, ._ ..
Bendahara Desa .



37 KHUSUS PENGAJUAN TAHAP II
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·"'PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
.....

'.;- . ',', ;;<.-. ~"-. - ~'::';::':.,.:-: ;,,'
.. ~::...._...~,:",;._::_:-.~'.~: :. ;';./' ':_a .; '.':..'

.. ...

- "" KECAMATAN
... ., ._ .. .... . '"":' " .. : '~.'''''''' • •••• ' •• r ... .... ' . ~: ",.j. ', ......

.. .. ., ••••••••••••••• .' ..' ,,' ... '.,'.. ..•.• ,·.,1,_" .... ~ ........ _._ ...-* .. ~ •._._•.

-",.. DESA •••••••••••••••••

Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil *)Pajak/Retribusi Daerah Bagi Desa
APBD Tahun .........

Lembaga Penerima Dana Desa ••••••••••••
Alamat .......,......... ./

Jwnlah Anggaran Rp •••••••••••••••• ~n
....,

11...... Ke&lataa/8e1aQIa .Jamlah AIIgua. Jamlah PeDPllluaa .-/'

A\ ~
PajakY .. ~~ Ket

Ho _at RAB /YaDtl __'RAB/yaq ReaUsui snD Balr.t1 / r I I Bu~
ditetapkaa cUm APBDea

Gitetap ...... _
Ho T~ r"',JruffatI / "....

~APBDesa Pajak Jtlmlah
I 2 3 4 5

~~ ~ \ I ~ \~rd .>: 10 II 12

~ ( ~
1 ~ I ,/ /\ \/ LJ..7
2 V:::~ I \ Il-/ f-'"

3 ~r I r vJ~
4 ~/ ~

~ J \ /L>

~ I \ r ..... .-;
jumla~ I A \ Jv vjdQ ~~

Jember, .............................Menyetujui,
KEPALA DESA ••••••••••••••• Bendahara Desa ...•.•...•.•.

............. .............
erangan .-

1r) ditulis, salah satu, sesuai pengajuan Bagi Hasil Pajak atau Retribusi daerah.

, . ...~.-..
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, ..... ....

'.' ... '/ .. '.'
"'~' ..;,'_..... : .

..~:, ~.~....::'.'. ";"

. ,

. ,,-'''''' ,. •• __I __•.-:i.· .._....· .. r-'·.-;.· ..··.



:Kwitansi No.

..:.Sudah terima dari KEPALA BADAN PENGELOLAAN ., KEUA,NGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBER. .' . .:"

; Terbilang
r -~~~-~,.,..,,~~-~_~..._.,~~= . ~-----... ~-- . .... -_ -. -
, .
) O(I(,:_c_::_oCi'O~~~:~on,.,ocoOOr)r.c0cc<)cDr;c ~(~:=~r.:,~,:_~~''~:'~~~~~~"'I'__ ~ _._

:·Buat Pembayaran
·::1 :

ReaUsasi Penyaluran Bagi HasU: Plijak i>aeIiah
Bagi Desa Tahap (.... %) Desa ~~•....•...
Kecamatan Tahun 2021 . "I i~j ,j

'.1

'Jumlah Uang

..... .o .o.o • .o , Tgl.. 2021

WI:mT; ~ t.in~ X

; ; " ..p,l,:: Hl:r. i! i. :: q,>::q'
i ~ !,' j r!
.•. j :; i

'j i
i;, :

... - :-; .. -. -",

..

,; I

• :j ~ , "

~KEP.ALA DESA .
Yang menerima,:

BENDAHARA DESA .. ~... ~... ~l:.~~.
Materai
Rp.10.000

•••..............
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: 'I '1

!,' : ;~l:I' , 'i:'
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!: : '1,1! ::1'
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER : " :

: ;:,

,)ll'i::.Y
KECAMA TAN." ......•. ;,,'; "

,~: ': , '
" ,~;Jl NO.. " TELP .

J • BERITA ACARA
. j:' TmDAKLANJUT BASIL FASILITASI DAN EVALUASI PERSYARATAN PENYALURAN "'"
; ;'," ',' BAGI BASIL *)PAJAK/RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA TABUN 202:( . '.' ,i

t.loAK LANJtTrBAS::::;:SI / 35.09 /2021 . ;" .
T; : :: ' Bersama ini Kami sampaikan hasil fasilitasi kelengkapan persyaratan i !'
i, ' 'penyaluran 8agi Hasil *)Pajakj Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun 2021 Tahap 1(50%) . '
':' dari : '"

1. Nama Desa
:" ' ~X~>TanggalPermohonan
i ,; S;!' Tanggal Penerimaan Permohonan

I' I, '
.4.1: Rincian Anggaran
, '-j, 'a. Jumlah Anggaran

"'" -b. Jumlab sj d Bulan Lalu
"c. Jumlab yang Diminta

.~d. Sisa Anggaran
5. Nama dan No. Rekening Bank
6. Kelengkapan persyaratan antara lain:

_ Surat Permohonan dari Pemerintab Desa.' ...
,:'.. Pakta Integritas Kepala Desa delt1e:~Ul1rna:let~..
lim--

Rp .
Rp .
Rp ..
Rp .
.................... j ..

,-," ::r

Rencana Penggunaan
Kwitansi
Foto copy

yang sah.
dan dilegalisir oleh pejabat yang

APBDes danjatau PAPBDes Tahun 2021_ yang telah

Telah mencukupi foto copy Laporan penggunaan dana tahap II Tahun
2020 beserta bukti pendukungnya

2~'TiNDAK LANJUT BASIL EVALUASI
Bersama ini Kami sampaikan hasil evaluasi terhadap dokumen laporan

penggunaan dana sebagai berikut :

,-,. '.

KESESUAIAN
;

NO LANOKAHKERJA ALATVERIFlKASI
YA TIDAK 1

, , ".,.". ,","',: - ..,':': ,"'; .. :;... ,
1.' .Apakah realisasi pendapatan Desa yang Realisasi pendapatan

bersumber dari BOHPjR Tahap II Tahun .. ' ..
tercapai

..
........

2. Apakah laporan penggunaan Dana Peraturan Desa
BOHPjR Tahap II Tahun ........ sesuai
dengan APBDes

,~. ,- .Apakah laporan penggunaan Dana Laporan Penggunaan
,! ' '" BGHPjR Tahap I sesuai dengan Dana

, .

pelaksanaan di lapangan



~"

Apakah nomenklatur
pendapatan, belanja, dan pembiayaan
Anggaran BGHPjR dalam laporan telah
·sesuai dengan APB Desa : -r : ,.'~~~~~~--~--~~~~~~~-------r-----+------1-~~~----------~~~Apakah struktur dan klasifikasi APB Desa
pendapatan, belanja dan pembiayaan
Anggaran Dana BGHPjR dalam laporan
telah sesuai APB Desa

APB Desa

Realisasi belaniaApakah realisasi belanja yang
bersumber dari BGHPjR Tahap II Tahun
........ telah sesuai dengan penempatan
pos Be1anja pada peraturan Desa
ten tang APB Desa
Semua kegiatan Belanja yang bersumber

. .dari BGHP/ R Tahap II Tahun .
telah sesuai dengan Kewenangan Desa

10 Alokasi belanja BGHPjR Tahap II Tahun
dengan keluaran yang akan

·dihasilkan logis karena
... ... memperhitungkan tingkat keIp.c~[l~

dan geografls (standar har
. 11 .Apakah realisasi

·bersum ber di:lI.l---DI.IU•'.

2.
3.

Perdes Kewenangan Desa :
" ,i~.

Realisasi belanjaApakah ada prograrrr/kegiatan yang
bersumber dari BGHP/R Tahap II Tahun

• I ........ yang dilakukan lebih dari 1 (satu}
tahun anggaran {tahun jamak]

9~ Apakah belanja yang bersumber dari
BGHP/R Tahap II Tahun ........ yang

. ,. ditetapkan dalam APB Desa sesuai
dengan prioritas penggunaan

Demikian tindaklanjut hasil fasilitasi berkas pengajuan penyaluran. BGHPjR .
dinyatakan lengkap dan evaluasi dokumen Laporan Penggunaan Dana g
tahun ... .. sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat .koordinasi .

anggota tim fasilitator, kemudian dimohon dengan hormat untuk ditindaklanjuti
, sebagaimana mestinya.

.......... , Tgl .

Koordinator TFK
CAMAT .•.••.••..
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN ••••••••••

(
"

"

i '

Jl• .....•........ NO•.......•.•. TELP .........•.•.•......... ~
• I:

~ i! i ,. BERITAACARA .
" :Ttl(DAKLANJUT HASIL FASILITASI DAN EVALUASI PERSYARATAN PENYALURAN
; .:; l' :' BAGI BASIL *)PAJAK/RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA TAIIUN 2021

1', '. Nomor: 900/ / 35.09 /2021 "

.. !t01: TINDAK LANJUT BASIL FASILITASI
.:~-. i i j

:, ; i; ; i Bersama ini Kami sampaikan hasil fasilitasi kelengkapan persyaratan:
" ;:I)en.yaluran Bagi Hasil *)Pajak/Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun 2021 Tahap II (50%) <

;:dan :

;, -.

. j'
.. ' .-

::~;.

,1. Nama Desa
It Tanggal Permohonan

','! ~". :iT~~al Penerimaan Permohonan
• ~.t;~ I!tinclan Anggaran
, i .hl Jumlah Anggaran
" ", b. Jumlah sid Bulan Lalu

c. Jumlah yang Diminta
',11.

'! ' , ',' d. Sisa Anggaran
"5. Nama dan No. Rekening Bank
6. .Kelengkapan persyaratan antara lain :

_ Surat Permohonan dari Pemerintah,:-
.. Kwitansi penerimaan Q.l~I'QW1!'H, '

_ Foto copy NPWP--

Rp .
Rp .
Rp .
Rp .
.................... / .

\ ~.. : i·

., ;; .

I-IR1'1f1P"" ~"~y4J ....sa yang sah.
~F.F.......~JLQ.c;;o,J.~ dana yang ditandatangani

copy Laporan penggunaan dana tahap I Tahun ~/
; : f; : ~ ,; ;

pendukungnya

Bersama ini Kami sampaikan hasil evaluasi terhadap dokumen laporan .
Penggunaan Dana Tahap I Tahun ....... sebagai berikut:. ,

NO LANGKAHKERJA KESESUAIAN
ALATVERIFlKASIYA TIDAK

1. iApakah realisasi pendapatan Desa yang Realisasi pendapatan
.bersumber dari BGHP/R Tahap I , , ,".:>.1'. : .. ,, , , ' ,-

j :tercapai
~. iApakah laporan penggunaan Dana Peraturan Desa
", BGHP/R Tahap I sesuai dengan APBDes;

, ,,' "
, . ,

::3. Apakah laporan penggunaan Dana Laporan Penggunaan .
BGHP/R Tahap I sesuai dengan Dana

" .-':- . ~ .pelaksanaan di lapangan
',.4.,·1., .Apakah nomenklatur APB Desa ..

pendapatan, belanja, dan pembiayaan
'Anggaran BGHP/R dalam laporan telah
sesuai dengan APB Desa .. - .......

~;:I; ..



: $.. : ~ Apakah struktur dan klasifikasi
; I:' ~.. •pendapatan, belanja dan pembiayaan
, Anggaran Dana BGHP/R dalam laporan

telah sesuai APB Desa
,:> ;ip':.; Apakah realisasi belanja yang
,.' 'T :. bersumber dari BGHP/R Tahap I telah;:iJ sesuai dengan penempatan pos 8elanja

'iT pada peraturan Desa tentang APB Desa

APB Desa'::'
" ".

j. :7. Semua kegiatan Belanja yang bersumber
i j. dari BGHP/R Tahap I telah sesuai

dengan Kewenangan Desa

Realisasi belanja

.Apakah ada program Zkegiatan yang
.', " bersumber dari BGHP/R Tahap I yang

•dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun
;.;, .. anggaran {tahunjamak)

Realisasi belanja

.9.' Apakah belanja yang bersumber dari

.'~" BGHP/R Tahap I yang ditetapkan dalam
APB Desa sesuai dengan prioritas

~..(.;.~" penggunaan

Realisasi belanja desa
.' ~

Alokasi belanja BGHP/R Tahap I dengan
keluaran yang akan dihasilkan logis
karen a telah memperhitungkan tingkat

i '
...; .. , .kemahalan dan geografis (standar harga)

i:
.i

Apakah realisasi pembiayaan yang
bersumber dari BGHP/R Tahap I telah
sesuai dengan penempatan pos pada
APB Desa

2•. CATATAN, SARAN DAN MAS
, :-:r.. ..~ .

: ;,i-•..~.~ .
:3'. dst

standar harga
ditetapkan
kabupaten

. '··i---':·

ju fasilitasi berkas pengajuan penyaluran BGHPjR ' .':
an evaluasi dokumen Laporan Penggunaan Dana tahun '. .u .

:~,~~~~ ketentuan berdasarkan hasil rapat koordinasi anggota tim
.IIo.o..I.LU.J,~£andimohon dengan hormat untuk ditindaklanjuti sebagaimana ,.fasilitator,

;mestinya,, .

I i
i
I ~ .'

, .. . ,'

; ;

i,

Sekre~ari8TFK FasUitator
Administrasi

FasUitator
Pemberdayaan

.........., Tgl , .

Koordinator TFK
CAMAT .

Fasilitator Teknls Operator

i',i ; i .



Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

I I

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JALANJAWA NO 26 TELEPON (0331) 322870 J EM B E R

Jember,
140/ /35.09.321/ .
Penting Kepada

Yth.Sdr. Ka. Badan Pegelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Jember

di
Permohonan Penyaluran Bantuan
Keuangan Desa BGH Pajak dan
Retribusi Tahap ... ( %) Desa
.......... Kecamatan .

JEMBER

Menindaklanjuti Surat Camat , tanggal.. .
Nomor , Bersama ini disampaikan berkas Permohonan
Penyaluran Bantuan Keuangan Desa BGH Pajak dan Retribusi
Tahap .,. (...%), dengan rincian sebagaimana berikut :
a. Jumlah Anggaran Rp .
b. Jumlah s] d Bulan Lalu Rp ..
c. Jumlah yang Diminta Rp. .
d. Sisa Anggaran Rp .

RDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER

NAMA
NIP

BUPATI JEMBER,

ttd

ama Muda
5 199202 1 001

HENDYS


